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KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkakehadiratAllah SWT, atas Rahmat dan KarurANya
kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Bappeda Kota Pekalongan Tahun 801

Laporan ini disusun mendasarkan pada tBesa Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang dalam
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Tekmjanian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Semakin meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan
pemerintahan yang baik dan bersijogd governancelan clean governmeinttelah
mendorong pegembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat,
teratur, dan efektif yang dikenal dengaistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP). Penerapan sistem tersebut bertujuan agar penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangurdapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bertanggung jawab dan bebas dari prajtiktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN).

Kami telah berupaya secara optimal menyusun laporan ini sesuai dengan
ketentuan serta kaiddtaidah yang diamanatkadalam peraturan di atas, namun kami
menyadari belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh
karena itu dengan tangan terbuka semua masukan serta saran yang konstruktif sangat
kami nantikan untuk perbaikan serta penyempurnaan pergmudaporan tahun yang
akan datang.

nuar2019

A PEKALONGAN

ORINI, M.Sc
Muda
2032014
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IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban eem®g atau unit organisasi
untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan
melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas lseegea periodik.

Dalam mencapai tujuan organisadappeda Kota Pekalongan menetapkan
Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2PQAB1. Sasaran strategis yang tertuang dalam
Renstra tatiri atas4 (empa} sasaran dai (tujuh) indikator kinerja. Untuk mencapai
sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan
kegiatan.

Selanjutnyahasil analisisterhadap4 (empaj sasaran strategis yang dijadikan
sebagai Indikator Kinerja Utama (IKUBappedaKota Pekalonganadalah sebagai
berikut

a. Indikatorkinerja sasaradiperolehnya sertifikat ISO, tercapai 100%

b. Indikator kinerja sasaran nilai komponen perencanaan kinerja dalam peAl&iRan
(LKjIP) perangkat daerah, tercagdi,43%

c. Indikator kinerja sasaran nilai komponen pengukuran kindglam penilaiaAKIP
(LKjIP) perangkat daerah, tercaj®@,90%

d. Indikator kinerja sasaran nilai komponen pelaporan kinerja dalam penAdidn
(LKjIP) perangkat daerah, terca,74%

e. Indikator kinerja sasaranTingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMErcapai
sebesarl00%.

f. Indikator kinerja sasaran Persentase pemanfaatan hasil penelitian dalam perencanaan
kebijakan, tercapdi63,38%

g. Indikator persentase hasil litbang/IPTEK dimanfaatkan sektor produktif, tercapai
100%.

Adapun kendakkendala yang dildapi Bappeda Kota Pekalongan dalam
mencapai tujuan organisasi antara lain yaltBelum optimalnya implementasi sistem
manajemen mutu2) Belum optimalnya kinerja organisasi; 3. Sistem perencanaan
pembangunan daerah belum sepenuhnya dapat mengikuti kin&etbutuhan sosial,
ekonomi, maupun infrastruktur; 4. Hasil penelitian dan pengembangan belum optimal
meningkatkan kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah

Dalam mengatasi kendakendalatersebut di ataBappedaKota Pekalongan
mengoptimékkan sitem manajemen kinerja organisasi dan mengkoordinasikan
perencanaan pembangunan sektoral serta mengoptimalkan hasil litbang dalam medukung
perencanaan kebijakalan sebagai langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala
yang mungkin akan terjadiaga tahun mendatang antara lain dengansmenerus
perencanakan dan melaksanakan strategi serta kebijakan yang berkenaan dengan
pencapaian indikator kinerja utama organisasi.
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BAB . PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang

Pemerintah telah menerbitkd®eraturan Residen RI Nomor 29 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans Pemerintah sbagai pengganti Instruksi
Presiden Nomor 7 Tahun 199 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
pada tanggal 21 April 2014.Dalam Peraturan Presidetersebut, yang dimaksud
dengan Sistem AkuntabilitasKinerja Instansi Remerintah (SAKIP) alalah rangkaian
sstematik dari berbagai aktivitas, dat dan prosedur yang dirancang untlk tujuan
penetapan dan pengukuran, pengumplan data, pengklasfikasian, pengikhtisaran dan
pelaporan kinerja pada instansi pemerntah dalam rangka pertanggunggweban dan
peningkatan kinerja instansi pemerintah. Sehingga ruang lingkup penyelenggaraan
SAKIP meliputi rencana strategis, pefjanjian knerja, pengukuran knerja, pengelolaan
data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluas kinerja. Dengan demikian
akuntabilitas Knerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instans pemerintah
untuk mempetanggurg jawabkan keberhaslan/ kegagalan pelaksanaanprogram dan
kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai misi instansi pemerintah
secara terukur, dengan sasaan/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan
Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Perafenteri PendaysguraanAparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Retunjuk
PerjanjianKinerja, PelaporanKinerja dan Tatacara Reviu, yang merupakan pengganti
Peraturan Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Renyusunan Renetapan Kinerjadan Relaporan
Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah BAPPEDA sebagaimana institusi
pemerintahan lainnya, mempunyai kgan untuk menyusun Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LK]jIP).

1.2Maksud dan Tujuan

LaporanKinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) merupakanbentuk akuntabilitas
dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi
pemerintah atas peggnaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam
penyusunan laporan Kkinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta
pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran
Kinerja.

Tujuandari penyusunan laporanini adalah menberikan informasi kinerja yang
terukur atas kinerja yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Penetapan
Kinerja Perangkat DaerahTahun 2018 dan sebagai upaya perbaikan
berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya
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1.3Dasar Hukum

Dasar hukum mnyusunanLaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

PerangkatDaerah adalah sebagai berikut:

1.

10.

Undang-Undang Nomor 25 Téwun 2004 tentang Sistem Rerencanaan
Pembanguran Nagonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104);

. UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undanggyndang Mmor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik émésia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemettinfaembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25)

. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabiltas Kinerja
Pemerintah;
. Peraturan Menteri ehdayagunaan Aparatur Negara Nomo

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator &Kinerj
Utama,

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara rNomo

PER/19/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi &inerj
Organisasi Pemerintah;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Noor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjina
Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;

. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang

RencanaPembangunanlangka Menengah Daerah RRVID) Kota Pekalongan

Tahun 2012021

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan €rangkat Daerah Kota Pekalongd@embaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5);
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1.4 Sistematika
LKjIP Bappedaota Pekalongadisusun dengansistematika sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan, terdiri dari:

Latar Belakang;

Maksud dan Tujugn

Dasar Hukum;
Sistematika;

Gambaran Umum Organisasi;
Isu Strategis Organisasi

o g wN R

BAB Il PerencanaandanPerjanjian Kinerja

1. Rencana Strategis;
2. PenjanjianKinerja Tahun 208.

BAB Il AkuntabilitasKinerja

1. CgpaianKinerja Tahun 2018;
2. RealisasiAnggaran

BAB IV Penutup

1.5Gambaran Umum Organisasi

Badan Perencanaan Pembangun®enelitian dan Pengembangdaerah
(Bappeda merupakaninstitusi pemerintah yandpertugas di bidang perencanaan
pembangunan daerayang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susoan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2016 Nomor 5yang ditindaklanjuti dengaReraturan Walikota Pekalongan
Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Serta Tata Kerja Badan PerencamaPembangunan Penelitian dan Pengembangan
Daerah. Tugas pokok Bappeda menurut perwal tersebut adalah membantu Walikota
dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah di bidang perencanaan, bidang penelitian dan pengembgy mempunyai
fungsisebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis kidang perencanaapembangunardaerah
meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusinan K
( Kebujakan Umum Anggaran ) dan PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementarg)

2. Perumusatkebijakan dan koordinasi di bidang penelitian dan pengembangan
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Pengkoordinasian perencanaan pembangunan yang bersifat sektoral danitunit
kerja Perangkat Daah dengan perencanaan pembangunan yang berbasis
kewilayahan

Penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan
serta penelitian dan pengembangan

Penyelenggaraan teknis dan manajerial untuk peningkatan kompetensi pegawai
lingkup Badan

Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis kepada atasan
sesuai dengan bidang tugas dan fungsidga

Pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan petunjuk dan perintah atasan.

Penyelenggaraaan fasilitasi penyusunan rencaggaran belanja program dan
kegiatan (belanja langsung) dalam rangka penyusunan Rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan terdiri dari Kepala BAPPEDA

yang memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsehat, dan membawahi
Sekretariat, BidangPemerintahan,Sosial dan Budaya, Bidang Ekonomi dan
Infrastruktur Wilayah dan Bidang Penelitian, Pengembangan ddenyusunan
Program serta Kelompok Jabatan Fungsional.

oo

Struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongadalah sebagaiberikut :

KepalaBadan;

Sekretariat, terdiri dari:

1) SubbagiarPerencanaaBvaluasi dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
BidangPemerintahar§SosialdanBudaya,terdiri dari:

1) Subbidandg”endidikardan Kebudayagn

2) SubbidangKesejahteranSosial;

3) Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat
BidangEkonomidan Infrastruktur Wilayathterdiri dari:

1) Subbidang=konomi;

2) Subbidangnfrastruktur Wilayabh;

3) Subbidang Perumahan dan Permukiman
BidangPenelitain, Pengembangan ddenyusunairogram,terdiri dari:
1) Subbidand’rogramKerja;

2) Subbidandg)ata dan Evaluasi;

3) Subbidang Penelitian dan Pengembengan
KelompokJabatari-ungsional.
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AdapunBagan struktur organisasi BAPPEDA Kota Pekalongan dapat dilihat
pada Gambat.1.

KEPALA BADAN
| |
KELOMPOK JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL
l
| |
SUBBAG PERENCANAAN, SUBBAG UMUM DAN
EVLUASI DAN KEUANGAN KEPEGAWAIAN
l l l
BIDANG PEMERINTAHAN BIDANG EKONOMI DAN BIDANG PENELITIAN
SOSIAL DAN BUDAYA INFRASTRUKTUR WILAYAH PENGEMBANGAN DAN
PENYUSUNAN PROGRAM
R
| SUBBID PEMERINTAHAN DAN SUBBID EKONOMI SUBBID PENELITIAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ] PENGEMBANGAN
| SUBBID KESEJAHTERAAN| ||  SUBBID INFRASTRUKTUR
SOSIAL WILAYAH | SUBBID PROGRAM KERJA
|  SUBBID PENDIDIKAN DAN SUBBID PERUMAHAN DA SUBBID DATA DAN EVALU‘ASI
KEBUDAYAAN N PERMUKIMAN N
UPTB

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Kota Pekalongan

Sebagaimana Gambdrl, masingmasing unsur dari organisasi BAPPEDA
Kota Pekalongan memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. Sekretariat

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiakatatausahaan, keuangan,

kerumahtanggaan, perencanaan dan evaluasi, kepegawaian dan perlengkapan
serta memberikan pelayanan teknis dan administratif.
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b. Fungsi:

1) Pelayanan administrasi tata laksana kepegawaian, rumah tangga dan
keuangan serta kekayaan miigerah lingkup badan;

2) Peningkatan kompetensi melalui pelatihan penjejangan dan diklat; teknis

3) Penerapan disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang;berlaku

4) Penyelenggaraan dan pengendalian pengelolaan keuangan di lingkup
Badan;

5) Penyelenggaraan pemgan, pemeliharaan dan pelaporan barng milik
daerah lingkup Bdan;

6) Penyusunan rencana kerja, anggaran, perencanaan strategis, dan laporan
akuntabilitas kinerja dalam lingkup Badan;

7) Peyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkup
Badan;

8) Penyelenggaraan rapatpat teknis di dalam mekanisme penyusunan
perencanaan pembanagunan daerabh;

9) Pemberian saran dan pertimbangan atas hasil telaahan dan analisis Kepala
Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; dan

10) Pelaksanaan tugas dan fungsnhya sesuai dengan petunjuk dan perintah
atasan.

c. Struktur

Sekretariat terdiri dar (dug sub bagian yaitu Sub Bagian Perencapaan
Evaluasidan keungamdan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dengan
tugas:

1)

2)

Sub Bagian PerencangaBvaluasiDAN Keuangan mempunyai tugas
melaksanakasebagian tugas Sekretaris dalam menyusun perencanaan dan
evaluasi kegiatan serta penyelenggaraan urusan keuaRgagsinya
adalah pnyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan
pelayanan dan pengkoordinasian penyusuparencanaan dan evaluasi
kerja Badanpenysunan rencana operasional dan koordinasi kegiatan dan
program kerja Badan; pelaksanaan penyusunan rencana strategis (Renstra)
badan; pelaksanaan penyusunan rencana kerja (Renja) Badan; pelaksanaan
penyusunan Ranogan LKPJ, RPJMD, RKPD, KU&RPAS Kota
Pekalongan; penyusunan rencana program kerja operasional kegiatan,
pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
Badan; penyusunan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
program kegitan Badan; dan pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai
dengan bidang tudas dan fungsinya.

Sub BagianUmum dan Kepegawaianmempunyai tugas melaksanakan
melaksanakan sebagian tugas Sekretlam pengelolaan administrasi
umum dan kepegawaiarFfungsinyaadalah penyusunan rencana kerja
ketatausahaan; pelaksanaan kegiatan ketatausahaan meliputi surat
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menyurat, tata laksana, administrasi perjalanan dinas, rumah tangga,
perpustakaan dan kearsipan; penyusunan rencana kebutuhan pengadaan
dan pemeliharaan barabgrang inventaris; pengumpulan, pengolahan
dan pelaporan administrasi kepegawaian; penyusunan rencana
peningkatan kapasitas pegawai; penyusunan, pelaksanaan dan
pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) atau Standar
Pelayanan (SP); penyusunan ewasiudan pelaporan pelaksanaan kegiatan;
danpelaksanaatugastugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

2. Bidang Pemerintahan, Sosisaldan Budaya

a. Tugas:
Mempunyai tugasnembantu kepala Bdan dalam Bidang PemerintahasialSo
dan Budaya

b. Fungsi:
1) pengkoordinasian penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD dan

2)
3)
4)
5)
6)

7

RKPD Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budgaya

memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang
Pemerintahan, Sosial dan Budaya

pengjkoordinasian pelaksanaan mubeerg RPJPD, RPJMD, RKPD
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW dan
Dokumen Perencanaan lainnya Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya
pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan RetaDgerah
Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya

melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya; dan

melaksnakan Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah BidgpRemerintahan, Sosial dan Budaya.

c. Struktur

Bidang Sosial Budaya terdiri dafl (tiga) sub bidang yaitu Sub Bidang
Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Sub Bidasgjahteraan
Sosial dan Sub Bidang Pendidikalan Kebudayaarmdengan tugagan fungsi

1) Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai

tugas membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam
Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.  Sedangkan
fungsinya adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW,
RPMD, RKPD urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan
politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian,
statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi

dan kecamatan; menganalisa Rancangan RenstragRatrdraerah urusan
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administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan
kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan,
pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan;
merencanakan pelaksanaan sirtesydan harminisasi penyusunan RTRW
urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik,
pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik,
keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan
kecamatan; membuakonsep pembinaan teknis perencanaan kepada
Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan
politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian,
statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi
dan kecamatan; merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan
Perangkat Daerah urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan
politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian,
statistik, keuangan, pendidikan dan pelatihammukaikasi dan informasi

dan kecamatan; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi untuk urusan administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan
politik, pengawasan kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian,
statistik, keuangan, pendi@n dan pelatihan, komunikasi dan informasi

dan kecamatan; merencanakan pengendalian/monitoring dan evaluasi
peleksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan administrasi
kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan kepegawaian,
perencanaan, kéliangan, persandian, statistik, keuangan, pendidikan dan
pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; melaksanakan
pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan
administrasi kependudukan, kesatuan bangsa dan politik, pengawasan
kepegawaian, perencanaan, kelitbangan, persandian, statistik, keuangan,
pendidikan dan pelatihan, komunikasi dan informasi dan kecamatan; dan
pelaksanaan tugdsgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidang Kegehteraan Sosial,mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang Pemerintahargosial Budayadalam bidangKesejahteraan sosial.
Fungsinyaadalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW,
RPJMD, RKPD urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian
pendudk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; menganalisa rancangan
Renstra Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyaraka pemberdayaan perempuan dan perlindungan ;anak
merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW
urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
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dan perlindungan anak; membuat konsep pembinaan teknis perencanaan
kepada Perangkat Daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
merencaakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan, pengendalian penduduk dan
keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak; merencanakan dukungan pelaksanaatakeg
pusat, provinsi untuk urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
merencanakan pengendalian/monitoring  pelaksanaan perencanaan
pembangnan daerah urusan kesehatan, sosial, ketenagakerjaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
pembanguunan daerah urusareséhatan, sosial, ketenagakerjaan,
pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
pelaksanaan tugdsgas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan
bidang tugas dan fungsinya

3) Swb Bidang Pendidikan, Pemuda dan Olah Ragempunyai tugas
membantu Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya dalam bidang
Pendidikan dan KebudayaaRungsinyaadalah merancang penyusunan
Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD, RKPD urusan pendidikan,
kebudayaan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan
perpustakaan; menganalisis Rancangan Renstra Perangkat Daerah urusan
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan
dan perpustakaan; merencanakan pelaksanan sinergitas dan isasmon
penyusunan RTRW urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; membuat konsep
pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan
pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahragsipke
dan perpustakaan; merencanakan sinergitas dan harminisasi kegiatan
perangkat daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, kepemudaan
dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; merencanakan dukungan
pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk samu pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan
perpustakaan; merencanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi
pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pendidikan,
kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan olahragarsigan dan
perpustakaan; melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan
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pembangunan daerah urusan pendidikan, kebudayaan, pariwisata,
kepemudaan dan olahraga, kearsipan dan perpustakaan; dan pelaksanaan
tugastugas lain yang diberikan oleh atassesuai dengan tugas dan
fungsinya.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah
a. Tugas

Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu
kepala Badan dalam bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

b. Fungsi

1) pengkoordinasian Penyusunan Rancang®JPD, RTRW, RPJMD, dan
RKPD Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

2) memverifikasi Rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang konomi dan
Infrastruktur Wilayah

3) pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi penyusunan
RTRW dengan pihak Pemetal Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah
Daerah Tetangga dan internal Perangkat Daerah

4) pengkoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah

5) pengkoorninasian pelaksanaan sinergitas dan harrsorksgiatan K/L
dan Provinsi di Kota Pekalongan dalam Bidang Ekonomi dan Infrastruktur
Wilayah

6) pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah;

7) melaksanakan pengendalian, monitoring dan egaluperencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi, Infrastruktur dan Pengembangan
Wilayah; dan

8) pengkoordinasian dan menghimpun data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilyah.

c. Struktur

Bidang Ekonomi darinfrastriktur Wilayah terdiri dari 3 (tiga) subbidang
yaitu Sub Bidang EkonomiSub BidangInfrastruktur Wilayah dan Sub
Bidang Perumahan dan Permukimdangan tugafsingsi

1) Sub Bidang Ekonomimempunyai tugas membantu Kepala Bidang
Ekonommi dan Infrastruktur Wieh dalam bidang Ekononftungsinya
adalah merancang penyusunan Rancangan RPJPD, RTRW, RPJMD,
RKPD urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM,
penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian
menganalisis Rancangan Renstra Perangkeerahurusan pertanian,
pangan, perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan
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dan perikanan dan perekonomian; merencanakan pelaksanaan sinergitas
dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pertanian, pangan,
perindustrian, koperasi dan UMKM,epanaman modal, kelautan dan
perikanan dan perekonomian; membuat konsep pembinaan teknis
perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan,
perindustrian, koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan
perikanan dan perekonomian; merencanakiarrgitas dan harmonisasi
kegiatan Perangkat Daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian,
koperasi dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan
perekonomian; merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat,
provinsi untuk urusan pertanian, ng@n, perindustrian, koperasi dan
UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan perekonomian;
merencanakan pengendalain, monitoring dan evaluasi perencanaan
pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi
dan UMKM, penanaman modalkelautan dan perikanan dan
perekonomian; menghimpun data dan informasi perencanaan
pembangunan daerah urusan pertanian, pangan, perindustrian, koperasi
dan UMKM, penanaman modal, kelautan dan perikanan dan
perekonomian; dadanpelaksanaatugastugas lan yang diberikan oleh
atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2) Sub Bidanginfrastruktur Wilayah mempunyai tugas membantu kepala
Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang Infrastruktur
Wilayah. Adapun fungsinyadalahmerancang penyusan Rancangan
RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan tata ruang,
perhubungan dan administrasi pembangurmaenganalisa Rancangan
Renstra Perangkat Daeralrusan pekerjaan umum dan tata ruang,
perhubungan dan administrasi pembangunaerencanakan pédaanaan
sinergitas dan harmonisasi penyusunan RTRW urusan pekerjaan umum
dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan; membuat konsep pembinaan
teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan
tata ruang, pertanahan dan perhubungan; roanakan sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum dan tata
ruang, pertanahan dan perhubungan; merencanakan dukungan
pelaksanaan kegiatan pusat dan provinsi untuk urusan pekerjaan umum
dan tata ruang, pertanahan dan perhghon merencanakan
pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
urusan pekerjaan umum dan tata ruang, pertanahan dan perhubungan;
menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
urusan pekerjaan umum dan tata ruangapettan dan perhubungan; dan
pelaksanaan tugdsgas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
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3) Sub BidangPerumahan dan Permukimamempunyai tugas membantu
kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Wilayah dalam bidang
Perumahan dan Peakiman. Adapun fungsinya merancang penyusunan
Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan, lingkungan
hidup, dan penanggulangan bencana; menganalisis Rancangan Renstra
Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan hidup, dan
penanggulangan bencana; meamakan pelaksanaan sinergitas dan
harmonisasi penyusunan RTRW urusan perumahan, lingkungan hidup,
dan penanggulangan bencana; membuat konsep pembinaan teknis
perencanaan kepada Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan
hidup, dan penanggulangan beraarmerencanakan sinergitas dan
harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah urusan perumahan, lingkungan
hidup, dan penanggulangan bencana; merencanakan dukungan
pelaksanaan kegiatan pusat, provinsi untuk urusan perumahan,
lingkungan hidup, dan penanggulangan daem@; merencanakan
pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah
urusan perumahan, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
menghimpun data dan informasi perencanaan pembangunan daerah
urusan perumahan, lingkungan hidup, danapggulangan bencana; dan
pelaksanaan tugdsgas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

4. Bidang Penelitian Pengembangan da®enyusunan Program
a. Tugas

Tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Penyusunan Program adalah
membantu kpala Badan dalam bidang Penelitian, Pengembangan dan
Penyusunan Program.

b. Fungsi

1) Pengkoordniasian Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD,RTRW, dan
RKPD Kota Pekalngan;

2) Pengkoordinasian Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
Kota Pekalongan;

3) Pengkoordiasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah
dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program;

4) Pengkoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan K/L
dan provinsi di Kota Pekalongan dalam penelitian pengembangan dan
penyusuan program;

5) Pengkoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat
Daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program

6) Melaksanakan pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan daerah dalam penelitian pengambdan
penyusunan progragm
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7) Melaksanakan Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan
daerah dalam penelitian pengembangan dan penyusunan program ;dan

8) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan
pembangunan daerah dalam pitla® pengembangan dan penyusunan
program.

c. Struktur

Bidang Penelitian Pengembangan d&enyusunan Prograrnerdiri dari 3

(tiga) sub bidang yaitu Sub Bidamgnelitian dan Pengembangan, Sub Bidang

Program Kerja, dan Sub Bidabgta dan Evaluasdengan tgasdan fungsi

1) Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan, mempunyai tugas membatu
kepala Bidang Penelitian Pengembangan dan Penyusunan Progam dalam
bidang Penelitian dan Pengembangan. Adapun fungsinya adalah
pengkoordinasian penyusunan kebijakan tekniscaea dan program
kelitbangan dan inovasi di daerah; penyusunan rekomendasi regulasi dan
kebijakan yang akan disampaikan kepada Walikota dan Perangkat Daerah;
penyiapan bahan koordinasi hasil rumusan kebijakan kelitbangan dan
inovasi daerah; pembinaan gk$anaan program dan kegiat